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KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan
rahmat dan hidayahnya, sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra)
Pengadilan Negeri Sekayu 2020-2024.

Pengadila Negeri Sekayu adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan sekaligus
merupakan kawal depan (vrovost) Mahkamah Agung yang berada di propinsi Sumatera
Selatan.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan amanat Undang-
undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada
undang-undang tersebut Bab V Pasal 15 disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan kerja
wajib menyiapkan rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah
membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Renstra ini. Semoga
bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan
transparan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sekayu.
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Pengadilan Negeri Sekayu sebagai Badan Peradilan Umum tingkat pertama yang
melaksanakan kekuasaan kehakiman terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh luar
lainnya sebagai lembaga yudikatif mempunyai tugas dan fungsi menerima, memeriksa,
mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara pidana dan perdata yang
masuk ditingkat pertama. Sedangkan dalam bidang administrasi yang diselenggarakan
oleh Kepaniteraan Pengadilan di bawah pimpinan Panitera mempunyai tugas pelayanan
dibidang teknis administrasi perkara dan administrasi Peradilan lainnya dengan fungsi
menjalankan manajerial dan operatif pada sebuah Peradilan.

Perencanaan strategis, suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai
selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan
berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada,
dijabarkan pada lingkungan Pengadilan Negeri Sekayu. Rencana Strategis ini dijabarkan
ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis
ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya
manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan
perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Sekayu, baik lingkungan internal maupun
external sebagai variabel strategis Pengadilan Negeri Sekayu dalam menjalankan tugas dan
fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung
Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Cetak biru Mahkamah Agung 2010-2035 sebagai arah kebijakan dan strategi jangka
panjang Mahkamah Agung telah menetapkan beberapa arahan kebijakan dalam beberapa
strategi perubahan pada :

1. Fungsi peradilan
Manajemen Perkara
Manajemen Sumber Daya Manusia
Manajemen Sumber Daya Keuangan
Manajemen Sarana dan Prasarana
ManajemennTeknologi

Transparansi peradilan

O N O O b DN

Fungsi Pengawasan dalam rangka upaya
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Pembaharuan dibidang manajemen perkara dilaksanakan untuk mewujudkan misi

Pengadilan Negeri Sekayu dalam memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada

pencari keadilan dan meningkatkan kredibilitas serta transparansi badan peradilan. Untuk

menjalankan pembaharuan dibidang manajemen perkara pengadilan dapat membantu

pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat

tercapainya peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.

1.2. POTENSI PERMASALAHAN
1.2.A Lingkungan Internal.

Lingkungan internal Pengadilan Negeri Sekayu diperhitungkan dapat

menjadi variabel atau besaran yang akan menjadi faktor kekuatan atau

menunjang keberhasilan. Namun demikian, lingkungan internal ini dapat

pula menjadi kendala atau faktor kelemahan dan pencapaian target rencana

strategis ini.

a. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Negeri Sekayu mencakup hal-hal yang memang sudah

diatur dalam Lingkungan internal Pengadilan Negeri Sekayu yang kemungkinan

menjadi kekuatan dalam pelaksanaan Renstra ini adalah:

Visi dan misi yang jelas serta mungkin dicapai. Tugas pokok dan fungsi
Pengadilan Negeri Sekayu sudah jelas diatur. Struktur organisasi
Pengadilan Negeri Sekayu yang telah tertata dengan baik. Pengambil
keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai
Pengadilan Negeri Sekayu;

Adanya Standar Operasional Prosedur, Dengan lahimya Surat Keputusan
Sekretaris MA-RI No. 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan
Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya dan Peratuian No. 01 Tahun
2012 tentang Pedoman Monitoring Dan Evaluasi Terhadap Standar
Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, Mahkamah Agung dan Badan
peradilan dibawahnya dalam menjalankan tugasnya menjadi semakin
terukur.

Adanya tunjangan kinerja pegawai, Dengan adanya tunjangan kinerja ini
menjadikan produktifitas kinerja, disiplin dan integritas aparatur Mahkamah
Agung Republik Indonesia dan badan peradilan dibawahnya dalam
melakukan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan meningkat
sangat signifikan. Hal ini menjadi kekuatan Mahkamah Agung Republik
Indonesia dan badan peradilan dibawahnya dalam menjaga kemandirian
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pelaksanaan tugas dan fungsi serta mewujudkan harapan masyarakat
akan hadimya kepastian hukum yang berkeadilan
Sudah menerapkan Zona Integritas, merupakan salah satu langkah awal
mendukung program pemerintah untuk melakukan penataan terhadap
sistem penyelenggaraan organisasi Pengadilan Negeri Sekayu yang baik,
efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat,
tepat, dan profesional dalam mewujudkan good governance dan clean
government menuju aparatur Mahkamah Agung yang bersih dan bebas
dari KKN, meningkatnya pelayanan prima peradilan serta meningkatnya
kapasitas dan akuntabilitas kinerja.
Adanya Optimalisasi Penggunaan TI, Kecepatan proses pelayanan
peradilan menjadi tuntutan utama dari masyarakat pencari keadilan
dalam mendapatkan kepastian hukum. Tata kerja kepaniteraan dan
kesekretariatan Pengadilan Negeri Sekayu diharuskan menggunakan
teknologi informasi, termasuk di dalamnya layanan peradilan berbasis
elektronik.
. Weakness (Kelemahan).
Lingkungan internal Pengadilan Negeri Sekayu yang kemungkinan menjadi
kelemahan dalam pelaksanakaan rencana strategis ini adalah:
1. Aspek Proses Peradilan
o JSidang dengan cara teleconference, apabila sarana dan
prasaranya tidak/kurang memadai menyebabkan proses
persidangan tidak dapat berjalan dengan baik dan lancer.
e Pemahaman sidang melalui e-ligitasi dari tenaga teknis masih
kurang.
2.  Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
e Pengadilan Negeri Sekayu belum mempunyai
kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan
Penambahan pegawai belum sesuai dengan kapasitas dan
kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Sekayu.
o Perekrutan PNS yang diterima masih belum memenuhi kapasitas
dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri
Sekayu.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
e PERMA No. 8 Tahun 2016, Pengawasan atasan langsung baik
keluar maupun kedalam, terdapat adanya kesulitan untuk
melakukan pengawasan keluar.
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e Belum adanya sosialisasi sistem pengaduan kepada masyarakat
yang telah berbasis teknologi informasi.

4. Aspek Sarana dan Prasarana

e Belum sesuainya anggaran yang diterima Pengadilan Negeri
Sekayu dari pusat sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang
diajukan.

e Terbatasnya sarana pendukung Tl, Sarana dan prasarana teknologi
informasi ruang sidang anak yang belum sesuai standar,
Terbatasnya sarana kerja pengadilan, sehingga banyak aparatur
Pengadilan yang menggunakan sarana kerja teknologi informasi
pribadi.

1.2.B Lingkungan Eksternal

Apabila lingkungan internal dapat menjadi besaran kekuatan dan

kelemahan, maka lingkungan eksternal dapat menjadi peluang dan ancaman

bagi keberhasilan rencana strategis ini. Oleh karena itu, peluang sekecil

mungkin harus dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya, sedang ancaman

dieliminasi sampai sekecil mungkin.

a. Peluang (Opportunity).

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Sekayu

untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan :

Adanya website Pengadilan Negeri Sekayu yang memberikan informasi
kepada masyarakat tentang alur proses berperkara.

Adanya website Sistem Informasi Penelusiran Perkara (sipp.pn-
sekayu.go.id) memberikan informasi kondisi perkara terkini yang
sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Sekayu.

Apabila sarana dan prasarana untuk persidangan melalui
teleconference memadai, mendorong persidangan dapat berjalan
dengan baik dan lancar.

Perlu sosialisasi sidang secara E-litigasi untuk meningkatkan
pemahaman dari aparatunya.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

Adanya tunjangan kinerjalremunerasi sebagai motivasi dalam
peningkatan kinerja.

Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan
Pengadilan Tinggi Palembang maupun Mahkamah Agung Republik
Indonesia dengan Badan LitBang Diklat Hukum dan Peradilan yang
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bertanggungjawab untuk meningkatkan kualitas sumber daya
manusia dilingkungan Mahkamah Agung dan jajaran dibawahnya.

e Petugas PTSP perlu mendapatkan pelatihan mengenai cara-cara
memberikan pelayanan yang baik.

Aspek Pengawasan dan Pembinaan

e Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala
baik untuk internal maupun eksternal ke pengadilan negeri sewilayah
hukum Pengadilan Tinggi Palembang oleh Hakim Tinggi Pengawas.

. Aspek tertib Administrasi dan manajemen peradilan

e Dukungan dan koordinasi yang baik antar Pengadilan Negeri di
wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palembang.

Aspek Sarana dan Prasarana

e Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri
Sekayu berupa internet, website Pengadilan Negeri Sekayu.

e Sudah tersedianya ruang sidang yang dilengkapi dengan pendingin
ruangan dan kursi pengunjung sidang yang nyaman dan aman.

e Sudah adanya sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang
memberikan kemudahan kepada masyarakat pencari keadilan guna
mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur, dan
terjangkau.

Tantangan yang dihadapi (Threat).

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Sekayu

yang dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan
perbaikan sebagaimana diharapkan :

1.

Aspek Proses Peradilan

» Masih adanya sorotan masyarakat terhadap kinerja Mahkamah Agung
khususnya Pengadilan Negeri Sekayu.

e Sidang dengan cara E-litigasi banyak pihak yang belum bersedia untuk
sidang secara online.

e Masih terbatasnya alokasi anggaran bagi Pengadilan Negeri Sekayu.

e Penyusunan SOP tidak boleh bertentangan dengan hukum acara

Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

o Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna
jasa pengadilan.

o Personil Pengadilan Negeri Sekayu belum seluruhnya menguasai
visi dan misi Pengadilan Negeri Sekayu.
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3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

e Belum adanya sistem reward and punishment untuk mengontrol
kinerja aparat peradilan
4. Aspek sarana dan prasarana

e Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan
prasarana belum sesuai kebutuhan.
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BAB Il
VISI DAN MISI

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Sekayu Kelas IB tahun 2020-2024
merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan- tahapan yang
terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan
pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan
untuk mencapai efektifitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan gambaran arah dan sasaran yang jelas serta
sebagaimana pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Sekayu diselaraskan
dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung, yang disesuaikan dengan rencana
pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan nasional
Jangka Panjang gambaran atau visionable dari kinerja lembaga Badan Peradilan, yang
lingkupnya dalam kurun waktu 5 tahunan sehingga dengan Rencana Strategis (Renstra)
Tahun 2020-2024 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai
sebagai sarana atau proses untuk tercapainya Visi, Misi, Tujuan, Sasaran yang telah
ditetapkan organisasi.

2.1. VISI DAN MiISI
e Visi
Visi merupakan cara pandang jauh ke depan untuk mewujudkan tercapainya tugas
pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Sekayu mengacu kepada Mahkamah Agung
Rl adalah sebagai berikut :
“Terwujudnya Pengadilan Negeri Sekayu yang Agung”
e Misi
Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Sekayu menetapkan misi yang
menggambarkan hal-hal yang harus dilaksanakan, yaitu :
1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka
peningkatan pelayanan pada masyarakat.
3. Mengadakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan
efisien.

5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan
standar yang berlaku.
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Upaya untuk mencapai visi dan misi yang agung tersebut jelaslah bukan
suatu pekerjaan yang mudah. Diperlukan suatu pemahaman yang mendalam atas
permasalahan yang dihadapi Pengadilan Negeri Sekayu dan rencana strategi yang
tepat dan menyeluruh untuk menjawab permasalahan yang ada. Tujuannya agar
dapat mendorong terwujudnya lembaga peradilan yang bermartabat, beribawa dan
dihormati serta tegaknya supremasi hukum.

2.2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
e TUJUAN
Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi
yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai 5
(lima) tahun. Dengan diformulasikan tujuan strategis Pengadilan Negeri Sekayu
akan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh
organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai dengan
lima tahun ke depan dan memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi
organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi
dan misi dari organisasi. Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri
Sekayu Kelas IB adalah sebagai berikut:
1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Sekayu dapat memenuhi butir 1 dan
butir 2 diatas.

o SASARAN STRATEGIS
Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan
akan dicapai dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
Sasaran strategis yang akan dicapai Pengadilan Negeri Sekayu adalah sebagai
berikut :
1. Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.

L)

Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.

n

Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan.

+ INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan
sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator
kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut:
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Terwujudnya Proses 1. Persentase Perkara Perdata yang 15
Peradilan yang Pasti, Diselesaikan Tepat Waktu

I pRAn Gl el 2. Persentase perkara pidana yang 90

diselesaikan tepat waktu

3. Persentase Perkara yang Tidak 80
Mengajukan Upaya Hukum
Banding

4. Persentase Perkara Yang Tidak 85
Mengajukan Upaya Hukum
Kasasi

5. Persentase Perkara Anak yang 10
Diselesaikan dengan Diversi

6. Index Persepsi Pencari Keadilan 90
Yang Puas Terhadap Layanan
Peradilan

7. Jumlah Putusan Yang 5

Menggunakan Pendekatan
Keadilan Restoratif

Peningkatan Efektivitas 1. Persentase Salinan Putusan 95
Pengelolaan Penyelesaian Perkara Perdata yang
Perkara disampaikan ke para Pihak tepat
waktu
2. Persentase Salinan Putusan 95

Perkara Pidana yang
disampaikan ke para pihak tepat
waktu

3. Persentase Perkara yang 5
Diselesaikan Melalui Mediasi

Meningkatnya Akses 1. Persentase Perkara Prodeo yang 5

Peradilan bagi Masyarakat Diselesaikan

Miskin dan Teypinggirkan 2. Persentase Pencari Keadilan 50
Golongan Tertentu yang

Mendapat Layanan Bantuan
Hukum (Posbakum)

Meningkatnya Kepatuhan Persentase Putusan Perkara 10
terhadap Putusan Pengadilan Perdata yang Ditindak lanjuti
(Dieksekusi)
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BAB Il
ARAH DAN KEBIJAKAN UMUM

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung

Arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung tahun 2020-2024 ditetapkan

berdasarkan arah kebijakan dan strategi pemerintah, arah kebijakan ini ditetapkan

setelah dilakukan evaluasi atas capaian keberhasilan arah kebijakan rencana strategis

periode 2015-2019. Sebagai infomiasi keberhasilan Mahkamah Agung terkait dengan

percepatan penyelesaian perkara, penyelesaian perkara secara sederhana, murah

dan biaya ringan, pos bantuan hukum, restorative justice dan sistem peradilan pidana

terpadu sebagai berikut:

Penyelesaian Perkara

Mahkamah Agung memegang peranan yang sangat penting dalam mewujudkan
kepastian hukum ditengah-tengah masyarakat, keberlangsungan suatu negara
akan sangat bergantung dari ada atau tidaknya kepastian hukum, terwujudnya
kepastian hukum menjadi tugas utama Mahkamah Agung dan Lembaga Peradilan
dibawahnya. Capaian penyelesaian Mahkamah Agung diuraikan berdasarkan
tingkatan peradilan, yaitu penyelesaian perkara pada Pengdilan Tingkat Pertama,
Pengadilan Tingkat Banding dan Mahkamah Agung.

Proses Berperkara yang Sederhana, Murah dan Biaya Ringan

Seiring dengan tuntutan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya
ringan, Mahkamah Agung kini mengembangkan aplikasi e-Court ini dengan fitur
e-Litigasi, sehingga semua proses penyelesaian perkara dapat dilakukan secara
elektronik tanpa hadimya para didepan pengadilan. Aplikasi e-litigasi tidak hanya
diberlakukan dalam pendaftaran perkara, pembayaran panjar dan panggilan para
pihak, tetapi diberlakukan juga dalam pertukaran dokumen jawab-jinawab,
pembuktian, dan penyampaian putusan secara elektronik. Di Pengadilan Negeri
Sekayu sudah menjalankan Proses penyelesaian perkara perdata secara
elektronik menggunakan aplikasi E-Court dan E-Litigasi.

Pembebasan Biaya Perkara, Pos Bantuan Hukum dan Pelayanan Sidang Terpadu
Pembebasan Biaya Perkara adalah sebuah layanan dimana negara menanggung
biaya proses berperkara di pengadilan. Pemberian layanan melalui Pos Bantuan
Hukum bagi para pencari keadilan temtama bagi mereka yang tidak mampu

karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa
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pemberian informasi, konsultasi dan advis hukum serta pembuatan dokumen
hukum yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara.

Restoratif Justice

Restorative justice pada umumnya menyangkut perkara pidana anak dimana
menempatkan anak pelaku kejahatan sebagai korban. Sesuai dengan Peraturan
Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum MA RI No.
1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan
Keadilan Restoratif (Restorative Justice) pada 22 Desember 2020. Beleid yang
diteken Dirjen Badilum MA Prim Haryadi ini mengatur penerapan keadilan
restoratif hanya dalam lingkup perkara tindak pidana ringan, perkara anak,
perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, dan perkara narkotika.
Dalam lampiran Keputusan ini disebutkan keadilan restoratif, dalam
penyelesaian perkara dapat dijadikan instrumen pemulihan keadilan dan sudah
dilaksanakan oleh MA dalam bentuk pemberlakuan kebijakan (Perma dan
SEMA). Tapi, selama ini pelaksanaan dalam sistem peradilan pidana masih
belum optimal.

Sistem Peradilan Pidana Terpadu

Sistem peradilan pidana terpadu (SPPT) yang dibangun Mahkamah Agung
Republik Indonesia diawali dengan pertukaran data perkara pidana antara
Kepaniteraan dengan Lembaga Pemasyarakatan, pertukaran data tersebut
meliputi pemberitahuan adanya permohonan kasasi dan penetapan
perpanjangan penahanan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pada hari jadi
Mahkamah Agung Republik Indonesia di tahun 2022 ini Mahkamah Agung
Republik Indonesia telah meluncurkan Aplikasi E-berpadu, e-BERPADU
(Elektronik Berkas Pidana Terpadu) adalah aplikasi berbasis web yang
terintegrasi yang dipergunakan untuk pengolahan dan pertukaran dokumen
administrasi perkara pidana, antara lain: pelimpahan berkas perkara pidana
secara elektronik, permohonan izin/persetujuan penyitaan secara elektronik,
Permohonan izin/persetujuan pengeledahan secara elektronik, perpanjangan
penahanan secara elektronik, permohonan izin besuk secara elektronik, dan
sebagainya. Aplikasi ini akan terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan.
Aplikasi e-Berpadu diharapkan dapat mendorong perwujudan Sistem Basis Data
Penanganan Perkara Tindak Pidana Secara Terpadu Berbasis Teknologi
Informasi. e-Berpadu merupakan “embrio” perwujudan Sistem Peradilan Pidana
Secara Elektronik atau yang dikenal dengan e-Court Pidana, sebagaimana telah
diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020.
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Mahkamah Agung mengharapkan kebijakan ini akan menjadi perubahan proses
menuju Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Pengadilan Negeri Sekayu telah melaksanakan sistem peradilan pidana terpadu
melalui aplikasi pertukaran data disebut e-BERPADU (Elektronik Berkas Pidana
Terpadu). Dimana dengan program ini merupakan program nasional yang telah
digunakan oleh semua satker Peradilan seluruh Indonesia Umumnya serta
Pengadilan Negeri Sekayu Kelas IB khususnya dan satker lain seperti Polres
Muba, Kejaksanaan Negri Muba, Lembaga Pemasyarakatan Muba dan
Pengadilan Tinggi Palembang agar mendapatkan kemudahan dalam pertukaran
data perkara pidana.
Arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung RI seperti yang tertuang dalam
rencana Strategi Mahkamah Agung RI 2020-2024 ditetapkan dalam 7 Sasaran yakni:
1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transfaran dan akuntabel.
2. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
3. Meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui
pemanfaatan tehnologi informasi.
4. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal
baik internal maupun ekternal.
5. Terwujudnya sistem manjemen sistem informasi yang terintegrasi dan menunjang
sistem peradilan yang sederhana, transfaran dan akuntabel.
6. Terwujudnya transfaransi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan
parameter obyektif, dan

7. Peningkatan Pengelolaan Aset, Keuangan dan Kinerja

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri Sekayu
Kebijakan Pengadilan Negeri Sekayu adalah mendukung program judicial
reformation/pembaharuan peradilan yang dilakukan Mahkamah Agung Republik Indonesia
dapat berjalan seperti yang diharapkan. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan
dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Negeri Sekayu menetapkan arah dan strategi
sebagai berikut:
1. Peningkatan Kinerja
Peningkatan  kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem
manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari
keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi
rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana,
transparan, dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas
sumber daya aparatur peradilan.
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Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi
peningkatan kinerja:

o Sistem karier merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi
sesuai dengan kompetensi.

o Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin
berjalannya proses penegakan hukum yang akuntable dan memenuhi rasa
keadilan masyarakat.

e Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya.

e Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi
informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja

2. Peningkatan kualitas pelayanan publik

o Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan
kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan

o Memiliki mekanisme penanganan pengaduan

e Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan public

3. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
e Peningakatan tertib administrasi perkara
e Penyeragaman penyusunan berkas perkara
4. Peningkatan Fasilitas Sarana maupun prasarana Pengadilan Negeri Sekayu

e Tahun 2017 pengusulan rehab gedung Pengadilan sesuai prototype beserta
jaringan fasilitas pendukung seperti komputer, laptop, printer, perlengkapan
audio ruang sidang, standing AC, kursi dan meja sidang, kursi kerja Hakim, Lemari
Arsip Mekanik, meubelair maupun perlengkapan audio.

e Tahun 2018 pengusulan Rehab Rumah Dinas maupun perlengkapan Teknologi
Informasi.

e Tahun 2019 pengusulan Kendaraan Dinas maupun perlengkapan Teknologi
Informasi serta pengusulan penambahan Rumah Dinas Hakim.

e Tahun 2020 pengusulan fasilitas pendukung seperti komputer PC, laptop,
printer, perlengkapan audio ruang sidang, standing AC, meubelair, kursi tunggu
pengunjung dan perlengkapan audio.

o Tahun 2022 terdapat Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi serta
Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran, telah dilaksanakan dan digunakan
untuk mendukung pelaksanaan Persidangan dan pekerjaan kantor.

3.3. Kerangka Regulasi

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah 2020-2024 yang diamanatkan kepada setiap
kementerian/Lembaga maka kementerian/lembaga dimaksudkan harus menetapkan
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kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrumen guna pencapaian sasaran kelembagaan.
Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka
memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara
dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Pengadilan Negeri Sekayu sebagai satuan kerja yang berada dibawah Pengadilan
Tinggi Palembang dalam merealisasikan program pemerintah yang dituangkan dalam RPJM
tahun 2020-2024 juga harus menetapkan kerangka regulasi, penetapan kerangka regulasi
yang dibuat Pengadilan Negeri Sekayu tentunya harus mengacu pada arah kebijakan dan
Strategi Mahkamah Agung.

MATRIK KERANGKA REGULASI

KN Terwujudnya Proses | - Penyelesaian 'SOP Penyelesaian | Maijelis Hakim dan
Peradilan yang pasti, | seluruh perkara Perkara Penitera
transparan dan atau sisa
akuntabel perkara pada

akhir tahun.

- Penyelesaian
perkara harus
kurang dari enam

bulan
2 | Peningkatan Efektifitas | - Melakukan . SOP Penyelesaian | Panitera
- Pengelolaan penyederhanaan = Perkara
Penyelesaian Perkara SOP mengenai
pengelolaan
penyelesain
perkara
3 Meningkatnya Akses - Penyelesaian | SOP Penyelesaian | Panitera
Peradilan bagi perkara predeo Perkara
' Masyarakat Miskin dan
Terpinggirkan
4  Meningkatnya - Menigkatkan ' SOP Penyelesaian = Majelis Hakim
Kepatuhan terhadap kualitas putusan Perkara
Putusan Pengadilan hakim
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5 | Meningkatkan

dukungan layanan

Manajemen

6  Meningkatnya

dukungan di bidang

sarana dan prasarana

3.4. Kerangka Kelembagaan

: "Optimalisas'i' S -

capaian realisasi

anggaran belanja |

pegawaian

belanja barang

Optimalisasi
capaian realisasi
output belanja
pada DIPA

Optima!isasi-
target realisasi
fisik dan
anggaran saran

dan prasarana

_-.. .SK Kuas_a_ ——— FLEY X -t

Pengguna
Anggaran
mengenai
penunjukan
Pejabat
Pengelolah
Keuangan

- SK Sekretaris
Pengadilan
Negeri Sekayu
mengenai
penunjukan
Bendahara
Penerima dan
Bendahara
Pengeluaran

' - SK Penunjukan

Pejabat
Pengadaan

Sekretaris

 Sekretaris

Pengadilan Negeri Sekayu adalah salah satu pengadilan yang berada dibawa

Pengadilan Tinggi Palembang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus disukung

dengan struktur organisasi yang kuat. Tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Sekayu

dilaksanakan oleh Pimpinan dibantu Kepaniteraan dan Kesekretariatan.

Struktur Organisais Pengadilan Negeri Sekayu diatur dalam Perma Nomor 7 tahun 2015

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan Pasal (1)

Ketua Pengadilan sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya

administrasi perkara pada Pengadilan. Ketua Pengadilan melaksanakan pengawasan

terhadap penyelenggaraan peradilan di Peradilan Tingkat Pertama yang dipimpinnya
dengan dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan.
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Susunan Kepaniteraan diatur dalam Pasal (2) Kepaniteraan Peradilan adalah aparatur
tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan. Sedangkan Kesekretarisatan diatur dalam
Pasal (4) Kesekretariatan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara yang dalam
menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua
Pengadilan.

Berikut ini Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Sekayu :

STRUKTUR ORGANISAS| PENGADILAN NEGERI SEKAYU KELAS |B

AREF HERDIAYANTO KUSUMO, SHMH ALb
GERRY PUTRA SUWAFRDI § K 1 lib
MUHAMADNOYRIAN b
gy SILVIARANL SHMHIVD

. LIGA SAPLENDRA GINTING, SH./ b

CHRISTOEVERT NATANAEL 5, S H.MHum IV 2 |
. EDOJUNIANSYAH SM.!lLc. I
|
1

B |

SAHRURL § Xom. | iLd

KASUBBAG UNUM & KEUANGAN | P KASUBBAG KEPEGAWAIAN & KASUBRAG PTIP
QRTALA
ANDRIANTO FACHRZAL, SXom. (i ! SHANDWURI SUKKAR, SH MH. [Be
FATMA DKTAVIANA SE /B2
1. NEFTAHUL JANNAH ANMd [1c
2 LOUYTA SIANTURL ANd [1le

/|1, PERNATATS,SH i
|2 GRACAWMSH/ma |
|3 PUTRICSRS,SHIEa |

. BAMBANG HERMANTO, SH./ 4 1. BUDIMAN/RLb
. WARINA WUAYASARL SH.illc

HERIWIBOWO, §.K I iLe
. MUHANMAD ANVIAS, SH./Blc
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BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Pengadilan Negeri Sekayu
menetapkan target kinerja selama lima tahun (2020-2024) sebagai berikut

1. Terwujudnya Proses  Persentase Perkara
Peradilan yang Pasti, Perdata yang Diselesaikan 70 70 80 75 75

Transparan dan Tepat Waktu

Akuntabel Persentase perkara pidana
yang diselesaikan tepat 90 90 90 90 90
waktu

Persentase Perkara yang
Tidak Mengajukan Upaya 85 85 85 80 80
Hukum Banding

Persentase Perkara Yang
Tidak Mengajukan Upaya 90 90 90 85 85
Hukum Kasasi

Persentase Perkara Anak
yang Diselesaikan dengan 10 10 10 10 10
Diversi

Index Persepsi Pencari

Keadilan Yang Puas

Terhadap Layanan 85 85 90 90 90
Peradilan

Jumlah Putusan Yang
Menggunakan Pendekatan 5 5 5 5 5
Keadilan Restoratif

2. Peningkatan Persentase Salinan
Efektivitas Putusan Perkara Perdata
Pengelolaan yang disampaikan ke para 100 100 100 95 95

Penyelesaian Perkara Pihak tepat waktu

Persentase Salinan

Putusan Perkara Pidana

yang disampaikan ke para 100 100 100 95 95
pihak tepat waktu

Persentase Perkara yang
Diselesaikan Melalui 2 2 5 5 5
Mediasi

3. Meningkatnya Akses  Persentase Perkara
Peradilan bagi Prodeo yang Diselesaikan 10 10 10 5 5
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Masyarakat Miskin
dan Terpinggirkan

Persentase Pencari

Keadilan Golongan

Tertentu yang Mendapat 60 65 50 50 50
Layanan Bantuan Hukum

(Posbakum)

Meningkatnya Persentase Putusan
Kepatuhan terhadap  Perkara Perdata yang 4 5 10 10 10
Putusan Pengadilan Ditindak lanjuti (Dieksekusi)

Untuk mendukung pencapaian target kinerja di atas, Pengadilan Negeri Sekayu

memperoleh alokasi tiga program Mahkamah Agung Republik Indonesiaya itu :

d.

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk
mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara,
dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan.

. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Mahkamah Agung
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah
Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang

berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas.

. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan
untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana.Kegiatan
pokok dalam program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan
peradilan tingkat pertama.

Untuk melihat keterkaitan antara target kinerja dengan alokasi anggaran dapat dilihat
dalam lampiran Matrik Renstra.
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BAB V
PENUTUP

Review Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sekayu tahun 2020-2024
diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan
perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal.
Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah,
peluang tantangan, program yang ditetapkan dan strategis yang akan dijalankan selama
kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan outcome yang diharapkan.

Dokumen Renstra ini digunakan sebagai acuan dalam menyusun program
Pengadilan Negeri Sekayu agar lebih terencana dan terpadu. Selanjutnya, Dengan
demikian Renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui Renstra ini
diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran
tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula diharapkan unit-unit kerja di lingkungan Pengadilan Negeri
Sekayu memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan
dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2020-2024, sehingga visi dan misi
Pengadilan Negeri Sekayu dapat terwujud dengan baik
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PENGADILAN NEGERI SEKAYU KELAS IB

KETUA PENGADILAN NEGERI SEKAYU KELAS IB
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SEKAYU KELAS IB

NOMOR : W6-U7/5%4/KP.04.12/1/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2020-2024

Menimbang

Mengingat

PENGADILAN NEGERI SEKAYU KELAS IB
KETUA PENGADILAN NEGERI SEKAYUKELAS IB,

Bahwa untuk melaksan Undang-Undang No.25 Tahun 2004
teninag Rencana Pembangunan Jangka Menegah (2020-
2024) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun
(2010-2035);

Bahwa untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah, Rencana Kinerja Tahunan dan
Penetapan Kinerja Tahunan Pengadilan Negeri Sekayu perlu
Rencana Strategis Tahun 2020-2024;

Bahwa untuk mereviu Rencana Strategis 2020-2024 perlu
membentuk Tim Penyusunan Reviu Rencana Strategis 2020-
2024;

Bahwa nama-nama yag tercantum dalam lampiran Surat
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu ini dipandang
cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim
Penyusunan Rencana Strategis 2020-2024 tersebut.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung;

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang
Peradilan Umum;



Memperhatikan

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

4. Peraturan Presiden Nomor: 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan,
Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.

5. Peraturan Presiden Nomor: 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat
Mahkamah Agung.

6. Peraturan Presiden Nomor: 14 Tahun 2005 tentang
Kepaniteraan Mahkamah Agung.

7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 7
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan
dan Kesekretariatan Peradilan.

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor: 29 Tahun 2010 tentang
Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

10. Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerinta.

11. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengdilan Negeri
Sekayu.

12. Peraturann Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007/ tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi
Pemerintah.

Surat Sektretaris Mahkamah Agung RI Nomor
2877/SEK/OT.01.2/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 perihal
Penyampaian Dokumen SAKIP dan Surat Ketua Pengadilan Tinggi
Palembang Nomor W6.U7/4832/0T.01.2/X11/2022 tanggal 20
Desember 2022 perihal Penyampaian Dokumen SAKIP.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SEKAYU
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA REVIU RENCANA
STRATEGIS (RENSTRA) 2020-2024 PENGADILAN NEGERI
SEKAYU

Menunjuk Tim kerja untuk melaksanakan Reviu Rencana
Strategis (Renstra) 2020-2024 Pengadilan Negeri Sekayu

Tim kerja menjalankan tugas sesuai arahan Ketua Pengadilan
Negeri Sekayu



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Setelah selesai dari tim kerja Reviu Rencana Strategis (RENSTRA)
2020-2024 Pegadilan Negeri Sekayu kembali pada unit kerja
masing-masing.

Semua biaya yang timbul dari keputusan ini dibebankan pada DIPA
Pengadilan Negeri Sekayu Tahun Aggaran 2023

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan.dizi=: du“ > Sekayu

Pada tangga T_\ 09 Janauri 2023

KETUAT PEN iGA -{D{C\IN NEGERI SEKAYU,@

- ,
\ N {
AN

- I H
Christo EvetNatandel Sitorus, S.H.M.Hum.
NIP. 19791212 200312 1 001




LAMPIRAN  KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SEKAYU
KELAS IB TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA
REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2020-2024
PENGADILAN NEGERI SEKAYUKELAS IB

NOMOR : W6.U7 B5WKP.01.3/1/2023
TANGGAL  : 09 JANUARI 2023
No. Nama Jabatan Jabatan Dalam Tim
1 |Christo Evert Natanael Sitorus, S.H.,M.Hum. | Ketua Pembina
2 |Ramli, S.H.M.H Panitera Penanggungjawab
3 |Sahruri, S.Kom. PIt. Sekretaris Penanggungjawab
4 |Enrik Pedi Endora, S.H.,M.M. Panitera Muda Perdata Koordinator
5 [Hadi Candra, S.H. Panitera Muda Pidana Koordinator
6 |Rina Silviana, S.H.,M.H Panitera Muda Hukum Koordinator
7 Kasubbag Kepegawiaan ]
Shandiwuri Sunkar, S.H.,M.H. dan Ortala Koordinator
8 Kasubbag Perencanaan,
Andri Fachrizal, S.Kom. Teknologi Informasi dan Koordinator
Pelaporan
9  [Marina Wijayasari, S.H. PP Anggota
10 [Muhammad Anwas, S.H. PP Anggota
11 |Pemata Tien Suharta, S.H. Staf Perdata Anggota
12 Staf Kepegawaian dan .
Fatma Oktaviana, S.E. Btk Anggota
13 Staf Umum dan Keuangan Anggc;a
A
Ditetapkan di : Sekayu
Pada tangga’[‘ : 09 Januari 2023

KE’IUA E’,ENGADILAN NEGERI SEKAYU, g’

84
Christo Eveﬂ' Natanael Sitorus, S.H..M.Hum.

NIP. 19791212 200312 1 001




PENGADILAN NEGERI SEKAYU KELAS IB

KETUA PENGADILAN NEGERI SEKAYU KELAS IB

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SEKAYU KELAS IB

NOMOR : W6-U7/%%6 IKP.04.12/1/2023

TENTANG

PENETAPAN REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

Menimbang

Mengingat

PENGADILAN NEGERI SEKAYU KELAS IB
KETUA PENGADILAN NEGERI SEKAYU KELAS IB,

. Bahwa Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sekayu periu

dilakukan reviu mengingat adanya perubahan kebijakan,
strategi, dan dan lingkungan strategis, serta perlunya
identifikasi program prioritas yang hams diselesaikan;
Bahwa perlu ditetapkan Reviu Rencana Strategis
Pengadilan Negeri Sekayu Tahun 2020-2024

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPIM
Nasional) Tahun 2020-2024;

. Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand

Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Republik Indonesia dan Reformasi Birokrasi Nomor
PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman  Umum
Penetapan Indikator Kinerja Utama;

. Peraturan menteri perencanaan pembangunan

nasional/kepala badan perencanaan pembangunan nasional
republik Indonesia nomor 5 tahun 2019 tentang tata cara
penyusunan rencana strategis kementerian/lembaga tahun
2020-2024.



Menetapkan

Pertama

Kedua

Ketiga

MEMUTUSKAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SEKAYU
TENTANG PENETAPAN REVIU RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2020-2024 PENGADILAN NEGERI SEKAYU
Memberlakukan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sekayu
Tahun 2020-2024
Memerintahkan kepada seluruh pegawai Pengadilan Negeri
Sekayu untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan untuk
tercapainya visi, misi, tujuan dan sasaran yang dimaksud dalam
Rencana Strategis 2020-2024

Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan
bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di : Sekayu
Pada tanggal : 17 Januari 2023

KETUA PENGADILAN NEGERI SEKAYU,@’

—

Christo Evert Natanael Sitorus, S.H..M.Hum.
NIP. 19791212 200312 1 001







